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BUPATI SARCLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATU&AN BUP&TI SAROI-AN{}UN
Nohfion ll TAHUN z*ls

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAROI,ANGUN NOMOR 21 TAHUN 2OO8
TENTANG URAIAN TUGAS rcKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIP{ L K$,BUpATSN SAROLANGUN

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

penimbang : a. bahwa datam rangfua peningkatan pelayanan, penertifan da!'r

ll keabsahan data administrasi keperrdudukan dan pencptatatarh

l .,pil serta sejalan dengan tuntutan pel,ayanan adrqinistraqi
ll k"pendudukan yang profesional, memenuhi standar {eknolo$
i inforrnasi, dina.uris, tertib, tidak diskriminatif, pe$capaia{r
i standar playanan minimal serta tersedianya sistem iflloirma$i
il k"pendudukan online menuju pelayanan prima kepad[

nnasyarakat, rnaka perlu dilakr*ran perbaikdn da+-r
penyesuaian terhadap uraian tugas pokok dan fun$si padh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kdbupateh
Sarolangirn; it

Mengingat : 1"

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dtmaksqd
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupatil tenta(g
Perubahan Atas Peraturan B*pati Sarolangun Ndmor 2L
Tahun 2OOB tentang Uraian Ttrgas Pokok dan Fungisi Din4s
Kependudukan dan Fencatatan Sipil Kahupaten Samlhngun; l

Undang-Undang Nomor 54 Tahun L999 tentang Pemtirentukarn
XaO,fpatua Sarotangun, I{.abrrpatren Tqbo, Kab-upaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norqor l9P,
Tzrrnbahan Lembaran Negara Replfblik Indqnesia Nor4or 39Op)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang l{omor n4
Tahun 2O,OO tentang Perubahan Atas UndanpUnda+g Nompr
54 Tahun 1999 tentang Pernbenlukqn Kabupaten Sat'olan$rfl,
Ihbupaten Tebo, Kabupaten IVIuaro Jarnbi dan KhbupatQrr
Tanjung .Iabung Timur $rmbaran Negara Republik Indone [a
Tahun 2OOO Nornor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

h.

Indonesia Nomor 39691; iii
2- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O:A6 tentang Ad/pinistr{si

Kependudrrkan fl,embaran Negara R-epublik Indonedia fahrhn
2AA6 Nomor \24, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46V41 sebagaimana telah diubal[ dengAn
Undang-Undaag Nomor 24 Tahun 2O13 tentang Perubahhn



3. Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2Al4 tentang Pem
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik I
Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peruhahan Kedua Atas Undang-Undang N*mtrr 2
2O14 tentang Pem.erintahan Daerah {Lerrbaran
Repuhlik Xndonesia Tahwr 2S15 Nslnor 58, T
Lernfoaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSI(AN:

enetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
21 TAHUN 2OO8 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN
T}INAS KEPENDUNUT{AN MAN PENCATATAN SI TI
$AROtANGUN.

BAB I
KHTENTUATS USrTUM

Fasa1 I
alam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan
. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Bupati adalah Bupati Sar*langu*"
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Dinas adatrah $inas Kependudukan dan
$arolangun.

Kabupaten Sarolangun.
Pencatatan Sipil

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencata
Kabupaten Sarolangun.
Sekretariat, Bidang, Subbagian, Seksi dan Kelompok Jabatan
Tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sarolangun.

BAB II
T}INA$ KEFENNUBUT{AN DAN PENCATHTAI$ STMI

Bagr&n Fertama
Tugan Pokok dan Fungs,ir *{*(L 

Pasal 2 
r5'}r

inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
relakeanakan urusan wqiib Keperrdudukan dan Pencatatan $ipil b."4
sas otonomi dan tugas pembanttran.

nhrk melaksanakan tugas *"o"*ffil dimaksud dalam pasal ), Din
ependudukan dan Pencatatan Sipil menyelen fungsi:
. Perumusan rencana kebliakan administrasi kependuftrkan dan pe[catat

sipil;
. Pengloordinasian penyelenggaraan adminjstrasi kependuduk{n d

pencatatan sipil;
Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudqkan d
pencatatan sipil
Pengelolaan dan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sip
Pcnoarrrqsan r{an nenertihqn ar{rninistresi kenenrftrrfirken r{an nencatllt
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illtJp f,t. irft,TUilruHr*tttr

Pelaksarr&eft tugas lain yans diherikan oleh Bupati
funssinya

Pasal 4
Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Pendaftaran Pendudukan;
Bidang Pencatatan $ipil;
Bidang Penertiban Adneinistrasi Kepemdudukan;
Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
Kelompok Jabatan Fungsional Tertetrltu.

Sipil, mempunyai tugas
merencanakan kebijakan,

pala Dinas
elaksanakan

ntuk melaksanakan tugas

Bagian Kedua
Kepala Ilinas

Pasal S
Kependudukan dan Pencstatan

sehagian u.n-r$an nrqiib daerah dalarrr
engkoordinasikan, membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi dalam
rselenggaranya pelayanan dan penertiban administrasi kependudukan dan

catatan sipil serta mempertanggungiasrabkan keabsahan data kependudukan
pencatatan sipil.

Pasal S
sehagaimana diffiaksud dslam Pasal S, Kepala Dina$

enyelenggarakan fungsi:
Mengetahui dan memaharni peraturan penrndang-undangan, p$raturarf
daerah, standar operasional prosedur, petunjuk teknis dan kebijaka+ aaUrrf
penyelengaraan pelayanan serta pengelolaan data kependudu$n aari
pencatatan sipil;
Perumusan kebi$akan telaris penyelenggaraan pelayanan serta pengelolaarf



{ffisr**
t rf {(tr;

pengelolaan aset/ba-rang milik daerah dan keprotokolan dilingkungan D
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta legalisir do}mmen kepen{udu
dan pencatatan sipil;
Pertrmusan teknis perencanaan program, kegiatan, administrasi r-lm

daerah dan keprotokolan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pefrcata
Sipil;
Pelaksanaan koordinasi dengan bidangbidang dalarn perencarlaan pro
kegiatan, administrasi umurn, kepegawaian, keuangan, sarana dan sararl
pengelolaan aset/barang rnilik daerah dan keprotokolan dilin
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta legalisir dokumen kependud
dan pencatatan sipil;
Femhinaan, pengendalian dan
administrasi ttmtrm, kepegauraian, ker.rangan, $aran& dan prasargln
pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan dilingkung4n Din
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pe[aksanaan monitoriag, evaluaei dan pelaporan prolsra$], *.go
administrasi rlmrlm, kepegawaian, keuangan, sarana dan pr[
pengelolaan aset/barang milik daerah dan keprotokolan dilingt<ungln Di
IGpendudukan dan Pencatatan Sipil;
Pelaksanaan koordinasi tugas jabatan fungsional tertentu
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ft*gas
fungsinya.

Pasal 9
ntuk melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
ibantu oleh:
. Subbagran
r. Subhagian
. Suhbagian

Pasal 10
ubbagian Umum dan Kepegawaian rnempunyai tugas mernbantu Sekre
inas Kependudukan dan
valuasi dan petraporan
rasarana perkantoran dan keprntokolan dilingkrrngan Dina* Kependudukan
'encatatan Sipil.

Pasa] 11
ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, S$b

Pasal

dilinglmn-F Din

Seisre

Urnum dan Kepega.rrreian;
Keuansen;
Ferencafteen;

11

mum dan Kepega\Maian menyelenggarakan fungsi :

. Penlru$unan dan penyiapan dokumen rencana belanja
belanja barangljasa dan belanja rnodal dilinglnmgan Dinas Kepen
dan Pencatatan Sipil;
Pengelolaan dan penatausahaan adrninistrasi perkantorai, kepegawa
sar€rna dan prasarana perkantoran dan keprotokolan dilingkungan Di
Kependudukan dan Pencatatan Srprl;
Pengamanan sarian& den pras&rene perkantroran ditingtx&gar* Di
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pengelolaan absensi pegawai, penataan jadwal lembur dan perjalan{n din
dilingkungan Dinas Kependudukan da:r Pencatatan Sipil;
PenSrusunan analisis kepegawaian, beban kerja, kelembagaan, kebu
sarana dan prasarana dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencata



ilHIII ffiII&IUBAT BUPA|I

I ry*berhentian, cuti dan pensiun pegawai kepada Satuan Kerja p$rangkalt
daerah dan instansi terkait;

ts. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pel,aporan administrasi perkantoran,
; kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran dan keprotokolan

| $ffi fftr,H;ffiffi#ffil"ffiH *tt" dengan t,s** d4t fungsinya.
I

i *,sal 72

$ubbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas
fependudukan dan Pencatatan Srpit datam mengelola, gnenataf

{nengkoordinasikan, monitoring evaluasi serta mel,aporkan pertanggungiawabar[
{dministrasi keuangan dan aset/barang milik daer,ah dilingkungar} Dinag
I(ependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal L2, Suhbagian
I Pasal t3
{Intrrk melaksareakan tugas dimaksud, dalam
t(euangan menyelenggarakan fungsi:
+. PenSrusunan administrasi dan rneneliti kelenglrapan SPF belanja $egawaif
I belanja barangljasa dan belanja modal dilingkungan Dinas Kependudukarl
I dan Pencatatan Sipil;
U. Pelaksanaan verilikasi Sr:rat Permintaan Pembayaran (SPP) dan pefryiapari

| ;H::Jtr#r,Membayar 
(sPMl dilinglarngan Dinas Kependuu"l"" o*l

4. Pelaksanaan verifikasi laporan surat frtanggungiawaban (SPj) Betrdahard
I p.rr"rimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas Bendahara penerimapn a"r{
I Senaahara Pengeluaran diling!<trngan Dinas Kependudrrkarr dan Pencatatarl

J. F:'#"*", aset/barang milik daerah dilingkungan Dinas Kependudukan dan
I Pencatatan Sipil;
,f p""SGiJi"asian penyelesaian tindaklanjut objek dan hasil rtemuarl
I p"*.riksaaan keuangan dan aset lbarang mifik daerah dilingkungan Dinas
r Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. Pen5rusunan laporan akuntansi keuangan, pertanggungiawaban keuanganJ
I realisasi l.aporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan/Keuangan {LPPI0 dan

I ::tt/barang milik daerah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Penlcatatari
! sipil;

+ pelaksarraala trrgas lain yang diberikan otreh atasan sesuai dengan top. d*4
| tungsinya.t_
I Pasal 14

Qubbagian Perencanaan mempunyai hrgas membantu Sekretaris Dinas
I{ependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menJrusun rencana qtrategiq
r{rengendatikan rencana program, kegiatan dan anggaran, peArnjut
flelaksanaan/teknis serta pengumpulan data/informasi dilinglflmgan Dinag
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

{**u melaksan"kT tugal *o*r"*xiil li**t*.*a dalam Pasal 14, Subbagian
P,eretl:anaan menyelenggarakan fungsi: 

r !4l Pen5rusunan rencana strategis (Renstra), rencana. kinerja, rencanfl, aerja]

I S:111.11r:ff kegiatan dan anggaran (Rrfi, Dinas fGpendudukan dan



(1.

(L.

(:.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan serta kinerja.
tahunan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pen5rusunan dan penggmpulan data/informasi kegiatan serta kebutuhair
anggaran dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Penlrusunan dan penyarnpaian laporan realisasi kinerja tahunan, tr aporan
Keterangan Pertanggungiawaban (LKPj), Laporan Penyetrenggaraan
Pemerintahan Daerah TLPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip)
dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas daqr
fungsinya.

i _. - Bagian Keempat
I Bidang Pendaftaran Pendudukan

I 
------o pasal 16

Pia"r,g Pendaftaran Pendudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
i<epeniudukan dan Pencatatan Sipil drk; menJrusun rencana kegiatan dan
i<eUutut an anggaran, melayani pendaftaran pendudr:k, menerbitkan Nomor Indui<
[<ependudut"rr-1mK], mericata[ dan merekam identitas penduduk, melaportcair
peristiwa kependudukan dan mendata. penduduk rentan adrrtinistradi
t<ependudukan serta mengawasi penerbitan dan mendistribusikan I€rtu identitats
penduduk berupa Karhr Keluarga, Karh-r Tanda Penduduk, surat keterangah
fi<ependudukan lainnya dan surat keterangan kependudukan rentan administra$i
[<ependudukan.
I, Pasal 17

lUnt .t melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ksal 76, Bidang

F:*ffi,ltff Tff##ffiffi rHL.ang-undangan,kebijaka4,
I pedoman dan petunjuk teknis dalam penJrusunan neneana kegiatan dan

kebuttrhan rnggrr"t l pehyanan pendalLran penduduk, penerbitan Nomdr
Induk Kependudukan fNIK), pencatatan dan perekaman identitas pendudut,
pelaporan peristiwa kependudukan dan pendata.an penduduk rentah
adrninistrasi kependudukan serta pengawasan penerbitah dah
pendistribusian kartu identitas penduduk berupa Karhl Keluarga, Kardr
Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan lainnya dan surd.t
keterangan kependudukan rentan administrasi kependudukan;.

b. Perumusan teknis pen5rusunan rencana kegiatan dan kebuhrhan anggara/r,
pelayanan pendaftaran penduduk, penerbitan Nomor Induk Kependudukah
(NIKI, pencatatan dan perekaman identitas penduduk, pelaporan peristiwia
kependudukan dan pendataan penduduk rentan adrninistrasi kependudukah
serta pengawasan penerbitan dan pendistribusian kartu identitas penduduk
benrpa Idarh, Keluarga, Kartu Tenda Penduduk, surat keterangan
kependudukan lainnya dan surat keterangan kependudukan rentapr
administrasi kependudukan;

c. Penglcoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan kebututran anggarah,
pelayanan pendaftaran penduduk, penerbitan Nornor Induk Kependudukan
(NIK), pencatatan dan perekaman identitas penduduk, pelaporan trreristiwa
kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
serta pengawasan penerbitan dan pendistribusian kartu identitas penduduk
benrpa Kartu Keh.rarga, Kartrr Tanda Penduduk, surat
kependudukan lainnya dan surat keterangan kependudukan rentan
administrasi kependr.ldukan;

d, Pernbinaan dan pengawasan pelayanan pendaltaran penduduk, penerbitan



n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dafr
fungsinya

I Prsal 21

peksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai ilrgas membanttr Kepala Bidan$
pendaftaran Perrdudukan dalam mer{rusrrn dan men lokasi pendataan,

f'nemverifikasi dan validasi identitas penduduk, mendata penduduk rentan
p.dministrasi kependudukan, mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan surat
fteterangan kependudukan rentan administrasi kependudukan, melaporkan hasil
pendataan serta melakukan monitoring dan evaluasi trrgas pendataan pendudulr
fentan administrasi kependudukan yang meliputi penduduk korban bencana
plam, penduduk korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
I p"satzz
| .qwaa

pnhrk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekdi
pendataan dan Pelapor€rn menyelenggarakan fungsi:
F. Penerimaan pendaftaran dan meneliti kelengftapan formulir/dokumen
I penduduk rentan administrasi kependudukan;
h. Pelaksanaan verifikasi dan validasi formulir/dokumen peaduduk renta*r

I administrasi kependudukan;
F. Pencatatan dan perekaman identitas penduduk berupa biodata, pas foto,
] sidik jari, iris mata dan tanda tangan penduduk rentan administrasi
I t"p"ndudukan bagi yang belum melalnrkan perekaman;
f. Pencetakan, penerbitan dan pendistribusian surat keterangan kependudulca{T

I ba'g penduduk rentan adminisfasi kependudukan berupa Surat Keterangah
I Pengganti Tanda Identitas (SKPTI), Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS),

I Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) dan Surat Ketemngan Tanda
I fomunitas (SI(TKI sebagai identitas sementara pengganti Kartu Keluarg4,
I Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan akta Pencatatan Sipil ytxtg hilang atarh

rusak;
F. Pengkoordinasian penyr-duhan dan sosialisasi adarinistrasi kependudukan
I dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait'
t Pengkoordinasian perr5rusunan tirn, penetapan lokasi, p.rryJairro sarana da{r
I prasarana pendataaa penduduk rentan adminisEasi kependudukan dengat'l
I Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait;t'
F. Pengamanan dan pengarsipan berkas formulir/dokumen pendataan
I penduduk rentan administrasi kependudukan;
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas pokok dan fungsi petugap

pendataan, petugas operator perekaman dan operator pencetakan surat
keterangan kependudukan bag penduduk rentan administrasi

I kependudukan;
+. Pelaporan hesil pendataan dan pe*gaw&s&n pemberian sur':at keteranga+
I kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan hrgas dan
I rungsinya.

| _. Bagian Kelima _.
I Bidang Pencatatan Sipil
I Pasal 23
pidang Pendaftaran Pendudukan mempunyai tugas rnembantu Kepala Dinae
$ependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menJ tsun rencana kegiatan dal{r

$ebutuhan anggaran, mencatat dan merekam peristiwa penting yang dialami oleh
feseorang ke aatam register kutipan al<ta pencatataa 

- sipil *ifp.rU kelatriran,
kernatiet't lahir rnafi nedraurinqn tr.r",toe.taiqt't rrencalrrrar.r anal.r nanoacraha+-t qaal,



ll
iakta pengesahan anak serta surat keterangan peristiwa penting lainnya berupa
surat keterangan lahir mati, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat
keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengangkatan anak dan
surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia.

Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23, Bidaqg
Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
a. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan, kebijakar,r,

pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan renc€rna kegiatan dan
kebutuhan anggaran, pencatatan dan perekaman peristiwa penting yarlg
dialami oleh seseorang serta perlgawasan dan pendistribusiafr
dokumen kutipan akta trrencatatan sipil serta surat keterangan peristiwa
penting lainnya;.

b. Penmusan teknis penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran,
pencatatan dan perekaman peristiwa" penting yang dialami oleh seseorang
serta pengawasan penerbitan dan pendistribusian dokumen kutipan akta
pencatatan sipil serta surat keterangan peristiwa penting lainnya;

c. Pengkoordinasian pen5rusunan rencana kegiatan dan kebuhrhan anggaran,
pencatatan dan perekaman peristiwa penting yang dialami oleh seseorang
serta pengawasan penerbitan dan pendistribusian dokumen kutipan akta
pencatatan sipil serta surat keterangan peristiwa penting lainnya;

d. Pernbinaan dan pengawasan pencatatan dan perekaman peristiwa penting
yang dialami oleh seseorang serta penerbitan dan pendistribusian dokrrmen
lmtipan akta pencatatan sipil serta surat keterangan peristiwa pentirg
lainnya;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencatatan dan perekaman
peristiwa penting yarrg dialaml oleh seseorang serta pnerbitan dqn
pndistribusian dolmmen kutipan akta pencatatan sipil serta surat
keterangan peristiwa penting lainnya;

f. Pelaksanaan trrgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
tungsinya. 

l

Pasal 25
Untuk rnelaksanakan ttrgas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23, Bidang
Pencatatan Sipil dibantu oleh:
a. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
b. Seksi Penyuluhan dan Evaluasi.

Pasat 26
Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil tugas membanhr Kepala Bida+g
Pencatatan Sryrl dalam melayani pendaftaran, verifikasi, validasi biodata
penduduk, m6ncatat dan *"r"to:ri peristiwa penting meliputi kelahirah,
kematian, lahir mati, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
dan perubahan laafiIa dalam register akta pencatatan sipil dan merekornenddsi
pengeluaran blangko kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta
pengakuan anak dan kutipan akta pengesahan anak dan surat keterangan
peristiwa penting lainnya berupa surat keterangan tahir mati dan surat
keterangan pengangkatan anak serta melakukan monitoring dan evaluasi tugps
operator perekaman dan operator trrencetakan.

Pasal 27
Unhrk mel,aksanakan trrgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi
Pelayanan Pencatatan Slpll menyelenggarakan fungsi:
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Pelaksanaan verifikasi dan validasi formulir/dokumen pelaporan peristiwa
penting meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, pengakrran anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubalran nama;
Pencatatan dan perekaman peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian,
lahir mati, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan
perubahan narla dalam register akta pencatatan sipil;
Penatausahaan rekomendasi pengeluaran blangko kutipan akta kelahiran,
kutipan akta kematian, kutipan akta pngakuan anak, kutipan akta
pengesahan anak dan surat keterangan kependudukan lainnya;
Pencetakan, penerbitan dan pendistribusian kutipan akta kelahiran, lnrtipari
akta kematian, lnrtipan akta pengakuan anak dan kutipan akta pengesahan
anak serta surat keterangan peristiwa penting lainnya berupa surat
keterangan lahir mati dan surat keterangan pengangkatan anak;
Pengawasan pemberian kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian,
kutipan akta pengakuan anak dan lmtipan akta pengesahan anak serta surat
keterangan peristiwa penting lainnya berupa surat keterangan lahir mati dan
surat keterangan pengangkatan anak;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas pokok dan fungsi petugas
operator perekaman dan operator pencetakan kutipan akta kelahiran,
kutipan akta trrematian, kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta
pengesahan anak serta surat keterangan peristiwa penting lainnya bempa
surat keterangan lahir mati dan surat keterangan pengangkatan anak;
Pengamanan dan pengarsipan berkas formulirldokurnen kutipan akta
kelahiran, lnrtipan akta kematian, kutipan akta pengakuan anak dan lmtipan
akta pengesahan enak serta surat keterangan peristiwa penting lainnya
berupa surat keterangan lahir mati dan surat keterangan pengangkatan
anak;
Pelakeanaan tugas lain yang diberikan otreh atasan sesuai dengan ttrgae dan
fungsinya.

Pasal 28
leksi Penyuluhan dan Evaluasi mempunyai tugas mernbantu Kepala Bidang
Ppncatatan Sryrl dalam melayani pendaftaran, verilikasi, validasi biodata
flenduduk, mencatat dan nnerekam paistiwa penting metriputi perkawinan,
lerceraian dan perubahan status kewarganegaraan, merekomendasi pengeluaran
$*Sk kutipan akta perkawinan, kutipan af$a perceraian dan surat keterangan
ppristiwa penting lainnya bempa surat keterangan pembatalan perka$rinan, surat
$terangan pembatalan perceraian dan surat keterangan pelepasan
kpwarganegaraan indonesia, melakukan monitoring dan evaluasi ttrgas opetator
pprekaman dan operator penceta.kan serta rrrelakukan penyuluhan trrencatatan
sipil.
I P*sal 29

9tt rk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28, Seksi
Ppnyuluhan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
af Pengkoordinasian penyuluhan dan sosialisasi pencatatan sipil dengan Satuan
I Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait'

bf Perierimaan pendaftaran dan meneliti keleqgkapan forrnulir/dokurnen
I nelanoran peristiwa penting meliputi perkawinan, perceraian dan perubahan
r status kewarganegaraan;

c] Pelaksanaan verilikasi dan validasi formulk/dolcumen pelaporan trreristiwa
I penting meliputi perkawinan, perceraian dan pembahan status
r kewarga,negaraan;

d,l Pencatatan - danr pfirekaman psri tirnra penting rnelrputl perkawir]arr,
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keterangan pernbatalan perkawinarl, surat keterangan pembatalan perceraiarr
dan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
Pencetakan, penerbitan dan pendistribusian kutipan al<ta perkawinan,
kutipan alfta perceraian dan surat keterangan peristiwa penting lainnya
berupa surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan
pembatatan perceraian dan srrrat keterangan pelepasan kewarganegaraafr
indonesia;
Peagawasan pernberian kutipan akta perkawinan, kutipan akta. perceraian
dan surat keterangan peristiwa penting lainnya berupa surat keterangan
pembatalan perkawinan, surat keterangan pernbatalan perceraian dan surat
keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ttrgas pkok dan fungsi petugas
operator dan operat<rr pencetakan kutipan akta perkawinan,
t<utipan akta perceraian dan surat keterangan peristiwa penting lainnyp
berupa surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan
pembatalan trrerceraian dan surat keterangan pelepasan kewarganegaraa!
indonesia;
Pengamanan dan pengarsipan berkas formulirldokumen kutipan ,kt"
perkawinan, kutipan akta perceraian dan surat keterangan peristiwa pentiqg
Iaftrnya berupa surat keter:angan pembatalan prkawinan, surat keterangafl
pembatalan perceraian dan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan
indonesia;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagran Kcenaffil
tsidang Penertiban Administrasi Kepondudukan

Pasal 3O
Bidang Penertiban Adr*inistrasi Kependudukan rnernpunyai tugas membantu
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyiapkan rancangan
peraturan daerah dan peraturan hupati, men;il"trsun rencana kegiatan dan
kebutuhan anggaran, mel{rusun dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah,
standar operasional prosedur pada bidang pendaftaran pendudukan dan bidang
pencatatan sipil, menindaklanjuti penyetresaian sengketa pelayanan prrblik,
pengaduan dari masyarakat dan rekomendasi lembaga negara yang mempunyai
kewenangan rnengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan
morritoring dan evaluasi pencapaian star:dar pelayanan rninirnal, pen5ruluhan,
sosialisasi dan penertiban terkait sanksi adrninistratif atau pidana akibat
l<elalaian penyarnpaian batas wakhr pelaporan peristiwa kependudukan ata]u
Xreristiwa penting yang dialami oleh seseorang termasuk
dokumen kependudr*ran.

Pasal 3t
Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam pasal 30, Bidang
Penertiban Administrasi Kependudukan rnenyelenggarakan fungsi:
a. Mengetahui, memahami dan mengkaji peraturan perundang-undangan,

kebiiakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyiapkan ra.ncangan
perafuran daerah darl peraturan bupati, penyusunafi rencana kegiatan dan
kebutuhan anggaran, pen1rusurlan dan pengaurasan pelaksanaan peraturan
daerah, standar operasional prosedur pada bidang pendaftaran pendudukan
dan bidang pencatatan sipil, menindaklanjuti penyetesaian sengleta
pelayanan publik, pengadu.an dari rnasyarakat dan rekornendasi lembaga
negara yang memtrxrnyai kewenangan mengawasi penyelenggaraatr pelayanan

f.

crb'

h.

I

l"

I*rl

l.
lJ"

*o ol^ill- ..ryr.^{rrri#-*.-i,r.r,*"** .tr*.,r* .^*r*1, tl.*ol :rr!r..6irrt.nr'L:}q6i^t cr*.t,-f{ai.,rr-
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b. Pemmusan keb[iakan teknis dalam pnyiapkan rancangal] perahrran daerah
i dan peraturan bupati, penjrLrsunan rencana kegiatan dan kebutuhan

anggaran, penga\rasan pelaksanaan peraturan daerah, standar operasional
r prosedur pada bidang pendaftaran pendudukan dan bidang pencatatan sipil,

penyelesaian sengketa pelayanan publik, pengaduan dari masyarakat dan
i rekomendasi lembaga negara perrgalnra$ aan pelayanan prrblik,
i rnonitoring dan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal,
I penyuluhan, sosialisasi dan penertiban terkait sankai administratif atau
i pidana akibat kelalaian penyarnpaian batas waktu pelaporan peristfiua

1 kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh seseorang termasuk
penyalahgunaan dokumen kependudukan;

ic. Pengkoordinasian petaksanaan peraturan daerah dan perahrran bupati serta
standar operasional prosedur pada bidang pendaftaran pendudukan dan
bidang pencatatan sipil, penyelesaian sengketa pelayanan publik, pengaduan
dari masyarakat dan rekomendasi lembaga negara pengawas
penyelenggaraan pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pencapaian
starrdar pelayanan mirrimal, penyuluhan, sosialisasi dan penertiban terkait
sanksi aaministraUf atau pidana akibat kelalaian penyampaian batas waktu
pelaporan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang termasuk penyalahgunaan dokumen lrependudukan;

d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar operasional prosedur pada
bidang pendaftaran pendudukan dan bidang pencatatan sipil, penyelesaian
sengketa pelayanan publik, pengadr.lan dari masyarakat dan rekomendasi
lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dan pencapaian
standar pela5ranan rninimat

e. Penlnrluhan, sosialisasi dan penertiban terkait pelaksanaan peratrrran
daerah, sanksi administratif atau pidana akibat kelalaian penyampaian batas
waktu pelaporan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang
dialami oleh seseorang termasuk penyalahgunaan dokumen kependudukan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan standar
operasional prosedur pada bidang pendaltaran pendudukan dan bidang
pencatatan sipil dan pencapaian standar pelayanan minimal;

g. Penyelesaian sengketa pelayanan publik, pengaduan dari masyarakat dan
rekomendasi lernbaga negara pengawas penyelenggaraan publik;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS}
dalam mengawal peraturan daerah dan tertib administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
frrngsinya.

Pasal 32
Untuk rnelaksanakan ftrgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30" Bidang
Penertiban Administrasi Kependudukan dibanhr oleh :

a. Seksi Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
b. Seksi Penertiban Pelayanan Pencatatsn Sipil.

Pasal 33
Seksi Penertiban Pelayanan Pendaltaran Penduduk rnempunyai tugas membantrr
Bidang Penertiban Administrasi Kependudukan dalam men5rusun dan mengawasi
pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang pendaftaran pendudukan,
rnenindakla4iuti penyelesaian sengketa pelayanan publik, pengaduan dari
maryarakat dan rekomendasi lembaga negara yang mempunyai kewenangan
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendaftaran pendudukan,
tnrrlaksanaken rnonitorins clan e-vahresi nenr:anaian stenr{ar nelarrenan tninirnal
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mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik
bidang pencatatan sipil;

c. Pengkoordinasian penyelesaian sengketa pelayanan publik, pengaduan dari
masyarakat dan rekomendasi lembaga negara yang mempunyai kewenangan
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bidang pencatatan sipil
dengan Satrran Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkai!

d. Tindaktanjut dan penyelesaian sengketa pelayanan publik, pengaduan dari
masyarakat dan rekomendasi lembaga negara yang mempunyai kewenangan
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bidang pencatatan sipil;

e. Evaluasi dan pelaporan tindak lanjut penyelesaian sengketa pelayanan
publik, pengaduan dari masyarakat dan rekomendasi lembaga negara yang
rnempurryai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik
bida*g pencatatan sipil;

f. Pen;rusun standar operasional prosedur pada bidang pencatatan siptl;
g. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan staadar operasional

prosedur bidang pencatatan sipil;
h. Pengamanan dan pengar$ipan berkas fofir*ilir/dekrmen sengfueta pelayanan

publik, pengaduan dari masyarakat dan rekomendasi lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik
bidang pencatatan srprl;

a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagran Ketujuh
Bidang Pengelola Data dan Informasi

Pasal 37
Bidang Pengelola Data dan Informasi rnempunyai tugas rnembantu Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rner{rusun rencana kegiatan dan
kebutuhan anggaran, petunjuk teknis, menyediakan data pemilih potensial
pemilu (DP4), menganalisis statistik demografi dan prolil kependudukan,
rekonsiliasi data ganda/anomali, mengernbangankan Sistem Inforrnasi
Administrasi Keperdudukan dan Sistem Pelayanan Inforslasi Kependudukan,
menerbitkan serta mendistribusikan informasi data statistik demografi dan profil
kependudukan.

Pasal 38
Untuk melaksanat<an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang
Pengelola Data dan Informasi menyelengarakan fungsi:
a. Mengetahui dan memahami perahrran penrndang-undangan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis dalam penlrusunan rencana kegiatan dan
kebutuhan €rnggaran, petunjuk teknis, penyediaan dan pelaporan data
pemilih potensial pemilu (DP4), analisis statistik demografi dan profil
kependudulcan, rekonsiliasi data ganda/anomali, pengembangan Sistem
Informasi Administrasi Xependudukan dan Sistem Pelayanan Informasi
Kependudukan, penerbitan serta pendistribusian informasi data statistik
demograli dan prolil kependudukan;

b. Perumusan kebiliakan teknis dalam per{rusunan rencana kegiatan dan
kebutuhan anggaran, petunjuk teknis, penyediaan dan pelaporan data
pemilih potensial pemilu (DP4), analisis statistik demograli dan profil
kependudukan, rekonsiliasi data ganda/anomali, pengembangan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan dan Sistem Pelayanan Informasi
Kepndudukan, penerbitan serta pendistribusian informasi data statistik
demograli dan profil kependudukan;

c. Pengkoordinasian pen5rusunan rencana kegiatan dan kebuhrhan anggaran,
petuniuk teknis, pelaporare data pemilih potensial pemilu tDP4). analisis
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i serta pendistribusian informasi data statistik demografr dan profrl
I kependudukan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
'd. Pembinaan dan pengawasan penyediaan dan pelaporan data penduduk

pemilih potensial pemilu (DP4), analisis statistik demografi dan protrit
kependudukan, rekonsiliasi data ganda/anomali, pengembangan Sistem
Iniormasi Administrasi Kependudukan dan Sistem Pelayanan Informapi
Kependudukar, penerbitan serta pendistribusian informasi data statistik
demograli dan profiI kependudukan;

e. Pelaksanaan mortitod*g, evaluasi penyediaan dan pelaporan data penduduk
pemilih potensial pernilu {DP4}, analisis statistik dernograli dan pro{il
kependudukan, rekonsiliasi data ganda/anornali, pengernbangan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan dan Sistem Pelayanan Informapi
Kependudukan, penerbitan serta pendistribusian informasi data statistik
demograli dan profiI kependudukan;

f . Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 39
Untuk melaksanal<an hrgas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Bidang
Pengelola Data dan Infonnasi dibanhr oleh :

a. Seksi Pengelola Data;
b. Seksi Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 4O
Seksi Pengelola Data mempunyai ttrgas membanhr Bidang Pengelola Data dan
Informasi dalarn melakukan men5rulsun rencana kerja, petunjuk teknis
pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, memberikan hak
akses username dan password kepada administrator database dan operator,
menyediakan data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), data agregat
penduduk, data statistik demografi dan profil kependudukan, melakukan
rekonsiliasi, verilikasi dan perbaikan data gandalanornatri serta pemutakhiran
data penduduk, memperbaiki kendala teknis perekarnan dan pencetakan
dokumen kependudukan, memelihara hardware, software dan jaringan data serta
melakukan backup data kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan.

Pasal41
Unttrk melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi
Pengelola Data menyelenggaralcan fungsi:
a. Pen5nrsunan rencana kerja dan petunjuk teknis pemeliharaan serfia

kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
b. Pemberian hak akses usern€Lme dan password kepada administrator database

dan operator pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
c. Penyediaan data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk pemilihan

legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan data agregat
kependudukan dan pencatatan sipil;

d. Penyediaan data igregat kependudukan untuk penlrusunan statistik
demograli dan prolil kependudukan (perkembangan penduduk, tingkat
pendidikan, jenis kelamin, agarna, keluarga, perkawinan perceraian,
kelahiran, kernatian dan pindah datang penduduk|;

e. Pelaksanaan rekonsiliasi, verilikasi dan perbaikan data ganda/anomali serta
pemutakhiran data. penduduk pada Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dengan database administrasi kependudukan pusat;

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas pokok dan fungsi administrator
database pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

s. Perbaikan kendala teknis perekaman dan pencetakan dokumen



I Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
I n rrgsinya.

r Pasal 42
peksi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pengelola Data dan Informasi dalam membangun dan mengembangkan Sistem
felayanan Informasi Kependudukan, melakukan verifikasi dan pelaporan data
Fg.eg"t penduduk dan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), analisis
Ncetersediaan buku register/blangko dokurnen kependudukan, memelihara
Nrardware, software dan jaringan data pada Sistem Pelayanan Informasi
flependudukan serta menerbitkan dan mendistribusikan informasi data statistik
pemoSrali dan profil kependudukan melalui media cetak atau media elektronik.
I

Pasal 43
Ipntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi
{nformasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
h. Pen5rusunan rencana keda dan petunjuk teknis pemeliharaan serta
I kebutuhan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Kependudukan;
p. Penyusunan analisis statistik demografi dan profil kependudukan
i F tt"mbangan penduduk, tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama,
I kelu*Ed, perkawinan perceraian, kelahiran, kematian dan pindah datang
, penduduk);

S. Pen5rusunan analisis kebututran ketersediaan buku registerlblangio
dokumen kependudukan;

+. Pelaksanaan verifikasi dan pelaporan data agregat dan data Penduduk
I Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden
I d* pemilihan kepala daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah instansi
j terkait;
+. Pelaksanaan pencetakan, penerbitan dan distribusi informasi data statistikI demografi dan profil kependudukan (perkembangan penduduk, tingkat
I p"rraidikan, jenis kelarnin, agafita, keluarga, perkawinan perceraian,

I kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk) melalui media cetak atau
i media elektronik;
fr. Pelaksanaan perbaikan kendala teknis dan pemeliharaan hardware, software
i dan jaringan data pada Sistem Pelayanan Inforrnasi Kependudukan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

i **"inya.
l

I Bagran Kedelapan
i Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 44
([) Jabatan Fungsional Tertentu adalah pegawai negeri sipil yang menduduki
I jabatan jabatan fungsional tertentu dan ditetapkan melalui peaetapan angka
I kredit;

(P) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
I masing-masing susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ini
I mempunyai tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-
r masing;

(P) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, kelompok
I jabatan fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional senior selaku ketua
I kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
I Dinas;
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BAB III
TATA KER.IA

Pasal 45
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga
fungsional tertentu wa$ib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
singkronisasi baik dalam linglrungan masing-masing maupun antar saftran dan
instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Perahrran Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengarn
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarol4ngun .

Pada tanggal I FcORIQft
BUPATI SAROLANGUN,

2015
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Diundangkan di Sarolangun
PadaTanggal g ruAfuan 201 5
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